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Abstract

This study aims to investigate how the voluntary disclosure program relates to the principle of justice. The research
method used is descriptive qualitative to obtain more in-depth information. Based on the test, an important finding
was obtained, namely that the voluntary disclosure program has fulfilled all the requirements of the principle of
justice and can have a positive impact by increasing tax revenues from disclosed assets and assisting economic
recovery in Indonesia.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana keterkaitan program pengungkapan sukarela dengan
asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang
lebih mendalam. Berdasarkan pengujian diperoleh temuan penting, yaitu program pengungkapan sukarela telah
memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan
pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci : Program pengungkapan sukarela, pajak, harmonisasi peraturan perpajakan, keadilan,

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat didukung oleh pembiayaan yang
berasal dari masyarakat, antara lain penerimaan dari pembayaran pajak. Dana yang akan
diperoleh dari sumber penerimaan negara ini nantinya akan dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan
Negara pada berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri,
sektor kesehatan dan pendidikan yang keseluruhannya bertujuan untuk dapat meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melihat begitu besarnya peranan pajak dalam
pembangunan negara sudah sepatutnya bahwa penerimaan pajak harus dikelola dengan baik
agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai. Untuk mempertahankan dan meningkatkan
jumlah pendapatan nasional dari pajak diperlukan langkah-langkah khusus atau terobosan
kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai
target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengampunan pajak (tax
amnesty). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak, tax amnesty kembali diberlakukan dengan tujuan untuk mempercepat
pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan
berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan
suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem
perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,
komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan
digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Tax amnesty adalah program pengampunan yang
diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak melalui penghapusan pajak yang seharusnya
terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di
bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum
dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan
membayar uang tebusan (Setiawan, 2017).
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(selanjutnya disebut UU HPP) memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam hal pengaturan ketentuan di bidang perpajakan.
UU HPP mengatur beberapa perubahan dan pencantuman ketentuan baru termasuk diantaranya
program pengungkapan sukarela (PPS). Salah satu tujuan PPS yang utama adalah
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. PPS dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan,
kepastian hukum dan dan kemanfaatan.

Keinginan untuk mengikuti progam tax amnesty dipengaruhi oleh kegiatan sosialiasi oleh
direktorat jenderal pajak, pengetahuan wajib pajak dan adanya sanksi yang diberikan (Komalig,
et al., 2021). Di sisi lain, motivasi mengikuti pengampunan pajak dipengaruhi oleh adanya
keinginan untuk menghindari audit, mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah, dan
menghindari pinalti (Ardiansyah, et al., 2021). Program pengungkapan sukarela atau dikenal
dengan tax amnesty jilid 11 merupakan kebijakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang
pribadi dan diharapkan menjadi program pengampunan pajak yang terakhir sehingga
menimbulkan deterrent effect bagi wajib pajak (Hasanah, et al., 2021). Wajib pajak memiliki
kecenderungan untuk berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela apabila
memberikan keuntungan secara finansial (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).

Penelitian terkait hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan pajak sangat bervarias.
Kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengampunan pajak (Arief &
Fadhilah, 2021). Tax amnesty memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitriyani, et
al., 2021; Maharani, et al., 2021; Abdurrosid, et al., 2021). Secara spesifik, pengampunan pajak
memiliki dampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mamesah &
Kristanto, 2021; Larasdiputra & Saputra, 2021). Program pengampunan pajak dapat dilihat dari
perspektif penerimaan pajak. Madukara (2021) berpendapat bahwa tax amnesty dapat
meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Namun, studi lain menunjukkan tax
amnesty tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Hasbullah, 2021).

Tax amnesty dapat pula digunakan oleh perusahaan utuk melakukan manajemen laba
(Pratama, 2021). Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengampunan
pajak (Siregar, et al., 2021). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, program
pengampunan pajak dapat menggunakan pendekatan yang lebih persuasif agar wajib pajak
dapat lebih memahami secara optimal (Fithriyani et al., 2021). Apabila dilihat dari perspektif
pasar saham, kebijakan tax amnesty tidak memberikan informasi bagi investor (Wardhana, et
al., 2021). Tax amnesty tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan
multinasional (Sa’dani & Hidayatulloh, 2021). Salah satu alasan munculnya kebijakan
pengampunan pajak adalah keberadaan aktivitas penggelapan pajak (Dewi, 2021). Penggelapan
pajak (tax evasion) juga tidak terpengaruh oleh adanya tax amnesty. Hal ini diakibatkan oleh
tidak adanya penegakan hukum yang efektif (Purba, et al., 2022).

Penelitian-penelitian terkait dengan tax amnesty yang ada belum banyak mengulas
bagaimana perspektif keadilan melihat kebijakan pemerintah terkait program pengungkapan
sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan program pengungkapan
sukarela dengan asas keadilan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Martinez (1991) tax amnesty memiliki makna sebagai pengampunan secara
resmi (official pardon). Pemberian maaf oleh negara memberikan kesejahteraan publik
dibandingkan penjatuhan hukuman (Martinez, 1991). Namun demikian, amnesti dapat
menyebabkan warganegara yang menginginginkan adanya keadilan menjadi frustasi
(Friedman, 2013). Alm & Soled (2021) berpendapat bahwa wajib pajak memiliki
kecenderungan untuk melaporkan penghasilannya lebih rendah dari yang sebenarnya. Lebih
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lanjut, Alm & Soled (2021) juga menjelaskan bahwa satu dari lima wajib pajak melaporkan
penghasilanya secara tidak benar. Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak,
otoritas pajak melakukan berbagai strategi salah satunya adalah tax amnesty. Ross (1986)
menjelaskan empat tujuan pengampunan pajak, yaitu: untuk meningkatkan kepatuhan pajak di
masa depan, mempercepat pengumpulan keuangan negara, menyusun pola ketidakpatuhan
wajib pajak, dan terakhir sebagai titik awal dalam meningkatkan penegakan hukum. Program
tax amnesty sendiri diklaim gagal dalam mengatasi masalah perilaku penghindaran atau
penggelapan pajak. Wajib pajak yang terbiasa melakukan penghindaran pajak condong untuk
mengulangi perilaku dimaksud di masa depan (Mikesell & Ross, 2012).

Program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure program) merupakan salah satu
program Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam pasal 5 UU HPP. PPS merupakan salah
satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pajak, terutama bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya secara keseluruhan.
Program ini terdapat pro dan kontra yang terjadi bila dilihat dari sisi hukum pajak. PPS
diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan pajak di masa depan (Irawan, 2021).

Rawls (2004) menjelaskan Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of
systems of thought. Apabila kalimat dimaksud diterjemahkan secara bebas menjadi: keadilan
adalah kebajikan pertama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah sistem-
sistem pikiran. Lebih lanjut, Rawls (2004) menjelaskan bahwa justice sebagai sebuah
kewajaran merupakan posisi awal yang berhubungan dengan kontrak sosial. Salah satu ciri
keadilan sebagai fairness adalah memikirkan para pihak pada awalnya situasi sebagai rasional
dan saling tidak tertarik.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
literatur. Metode kualitatif tepat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terinci
dan mendalam atas suatu fenomena (Budiasih, 2014). Penulis mengumpulkan dan mempelajari
penelitian-penelitian sebelumnya untuk dianalisis. Selain itu, penulis juga membahas data
empirik terkait program tax amnesty termasuk program pengungkapan sukarela.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh
berdasarkan pengungkapan harta. Selain perbedaan kondisi, PPS dan Tax Amnesty juga berbeda
pada tarif. Pada kebijakan I, tarif paling rendah adalah 6% sedangkan tarif paling rendah pada
kebijakan 11 adalah 12%. Kedua tarif terendah tersebut diimplementasikan untuk aset luar
negeri yang direpatriasi atau aset di dalam negeri dan aset tersebut diinvestasikan pada surat
berharga negara atau hilirisasi atau renewable energy.

Pada Program Pengampunan Pajak 2016, peserta yang mengikuti program sebanyak
956.793 Wajib Pajak. Adapun nilai harta yang berhasil diungkap Rp 4856,63 triliun. Repatriasi
aset Rp 147 triliun. Sedangkan, uang tebusan yang diterima mencapai Rp 114,02 triliun.
Kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPS pada kebijakan | adalah wajib pajak peserta
tax amnesty sedangkan pada kebijakan Il adalah wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya,
manfaat mengikuti PPS adalah sebagai berikut. Pada kebijakan | tidak dikenai sanksi Pasal 18
ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar; dan data/informasi yang
bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. Pada kebijakan 1I,
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terhadap wajib pajak tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali
ditemukan harta kurang diungkap; dan data/informasi yang bersumber dari SPPH dan
lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan,
dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Persyaratan Mengikuti PPS pada kebijakan | adalah sebagai berikut. Wajib pajak dapat
mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan
sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta
dimaksud. Selanjutnya, harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh Wajib
Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Pada kebijakan
I1 wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal
1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat
pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan (i) memiliki nomor pokok
wajib pajak; (ii) membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta
bersih; (iif) menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2020; dan (iv) mencabut permohonan:
pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif; pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; keberatan; pembetulan;
banding; gugatan; dan/atau peninjauan kembali, apabila wajib pajak sedang mengajukan
permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Selain persyaratan tersebut di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan
harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) tidak sedang dilakukan
pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak
2019, dan/atau Tahun Pajak 2020; (ii) tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan,
untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau
Tahun Pajak 2020; (iii) tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang
perpajakan; (iv) tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan; dan/atau (v) tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang
perpajakan.

Tarif PPS yang tercantum dalam kebijakan | adalah sebagai berikut: 11% untuk deklarasi
Luar Negeri; 8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri; dan 6% untuk aset
Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga
Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi
terbarukan (renewable energy) di wilayah NKRI. Tarif pajak untuk kebijakan Il adalah sebagai
berikut. 18% untuk deklarasi luar negeri; 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam
negeri; dan 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan
dalam surat berharga negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam
(hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI.

Tabel 1. Dua Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan Kebijakan 1 Kebijakan 11
Subjek WP OP dan Badan peserta TA WP OP
Basis Aset Aset per 31 Desember 2015 yang Aset perolehan 2016-2020 yang
belum diungkap saat TA belum dialporkan dalam SPT
Tahunan 2020
Tarif PPh Final | e 11% untuk deklarasi e 18% untuk deklarasi
e 8% untuk aset luar negeri dan e 14% untuk aset luar negeri dan
aset dalam negeri aset dalam negeri
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e 6% untuk aset luar negeri | o 123 untuk aset luar negeri
repatriasi dan aset dalam negeri repatriasi dan aset dalam negeri
yang diinvestasikan  dalam yang diinvestasikan dalam
SBN/hilirasi/renewable energy SBN/hilirasi/renewable energy

Sumber: https://pajak.go.id/PPS (2021)
Selanjutnya, data terkait program pengungkapan sukarela dapat terlihat pada Gambar 1 di
bawah ini.
Gambar 1. Data Program Pengungkapan Sukarela
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Sumber: https://pajak.go.id/PPS (2022)
Perspektif Hukum Pajak Terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak

Implikasi dari program pengungkapan sukarela dari perspektif jangka pendek dan
jangka panjang. Dalam jangka pendek PPS dapat mendorong penerimaan pajak yang
optimal. Namun, disisi lain memberikan citra bahwa pemerintah tidak konsisten dalam
mengeluarkan kebijakan. Dalam jangka panjang PPS berpotensi untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan adanya harapan dari wajib pajak bahwa
program serupa akan dikeluarkan kembali di masa yang akan datang.

Pada prinsipnya kewajiban pajak itu hanya satu untuk setiap keluarga dalam hal ini
diwakili oleh ayah sebagai kepala keluarga. Namun demikian, bagi anak yang berusia di atas
18 tahun diperbolehkan memiliki NPWP sendiri apabila telah memiliki penghasilan di atas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu dijelaskan pula
bahwa bagi istri yang berpenghasilan dan ingin melaporkan sendiri SPT Tahunan PPh
sebenarnya dapat juga menggunakan NPWP suami atau menggunakan NPWP sendiri
sepanjang hal tersebut dikehendaki. Ketentuan ini diatur dalam UU PPh.

Pada prinsipnya, menjalankan bisnis secara online maupun konvensional hanya
merupakan media dalam memperoleh penghasilan. Substansi terdapat pada nilai transaksi
yang dilakukan. Dalam UU HPP diatur bahwa bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang
dikenakan PPh bersifat final tidak dikenai pajak untuk bagian dari omset sampai dengan
Rp 500 juta. Berikutnya, secara teknis pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah diatur
apa saja yang harus dilaporkan sesuai dengan Kklasifikasi wajib pajak dimaksud. Terdapat tiga
klasifikasi SPT Tahunan PPh yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu, SPT
1770, SPT 1770S dan SPT 1770SS. Wajib pajak dapat melihat kembali jenis SPT apa yang
sesuai dengan kondisi penghasilan yang dimilikinya
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Tujuan Program Pengungkapan Sukarela dan Realisasinya Terhadap Asas Keadilan

Pada prinsipnya, UU HPP bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan keadilan
dan kesetaraan, memperkuat administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan
perpajakan. Langkah reformasi yang diambil adalah dengan melakukan penguatan administrasi
perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis
perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan
kebijakan dalam PPh, PPN, cukai, dan pengenalan pajak karbon. Program Pengungkapan
Sukarela (PPS) sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk
melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela
melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang akan dilaksanaan selama 6
bulan yang dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hal tersebut dilakukan
melalui: pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau
belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan
pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam
SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Tujuan mendasar dari PPS ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari
Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, asas keadilan, kepastian
hukum, serta kemanfaatan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan menjadi sasaran utama
pada program ini. Keseluruhan undang-undang ini adalah untuk memperkuat pajak,
memperkuat APBN, memperkuat pembangunan Indonesia yang maju. Program ini juga
diharapkan dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang
pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan. Di sisi lain, dengan
dilaksanakannya program ini DJP juga akan mendapatkan data mengenai harta yang dimiliki
seluruh rakyat Indonesia secara lebih lengkap.

Namun, dalam pelaksanaannya ada banyak sekali pendapat dari masyarakat yang
mempertanyakan konsistensi dan keadilan pemerintah dalam pelaksanaan Program
Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program). Masyarakat mempertanyakan
apakah setelah Amnesti Pajak jilid 1l ini akan ada lagi amnesti pajak jilid selanjutnya, d
imanakah keadilan negara bagi wajib pajak yang berasal dari kalangan bawah karena dengan
adanya program ini pemerintah terkesan “memanjakan” para kalangan ckonomi atas.
Masyarakat juga menganggap bahwa pemerintah membuat program ini untuk menarik lebih
banyak penerimaan pajak dari kalangan ekonomi atas yang belum mengungkapkan hartanya
secara keseluruhan. Program pengungkapan sukarela juga memberikan penawaran tarif pajak
yang jauh lebih rendah daripada sanksi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang belum
mengungkapkan hartanya, sehingga semakin membuat masyarakat merasa bahwa program ini
berlaku tidak adil terhadap mereka yang sudah patuh melakukan kewajiban pajaknya.

Pemerintah memposisikan bahwa kebijakan yang ditetapkan telah didasarkan pada
pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. melalui kebijakan program tax amnesty jilid 11
ini terlihat bahwa pemerintah memandang perlu untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak
untuk patuh. Secara praktis dengan adanya kebijakan ini, baik negara maupun wajib pajak
diharapkan akan dapat menikmati manfaat dengan proses yang relatif sederhana/singkat.
Dengan kebijakan tax amnesty jilid 11, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi dan cash
flow yang akan masuk ke dalam negeri yang tentunya akan meningkatkan likuiditas bank,
investasi, dan juga pemasukan negara. Tax amnesty juga dapat membantu menutup kekurangan
(shortfall) penerimaan pajak dan membantu dunia usaha untuk keluar dari resesi akibat
pandemi. Pemerintah juga menekankan bahwa penting untuk diketahui pertimbangan mengenai
kebijakan khusus tax amnesty bukan kebijakan yang dapat diharapkan secara rutin diterbitkan,
apalagi dalam rentang waktu relatif dekat. Sehingga wajib pajak dengan seksama melihat sejauh
mana telah menaati ketentuan perpajakan, dan tidak melewatkan momen strategis ini.
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Pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan PPS karena
tujuan utamanya adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga mereka dapat
berada dalam sistem pajak dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

PENUTUP
Simpulan

Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan pemerintah yang
diterbitkan dengan alasan yang logis tidak hanya dari perspektif aspek keadilan namun juga
untuk memenuhi kontinyuitas penerimaan negara. PPS juga merupakan sebuah peluang yang
diberikan negara kepada wajib pajak untuk dapat menunjukkan kepatuhan sukarela (voluntary
compliance).
Saran

Di masa depan, penelitian ini dapat dikembangkan dengan riset berbasis kuantitatif.
Dengan demikian, hasil penelitian dapat digeneralisasi dan memudahkan pengambilan
kebijakan oleh pemerintah di masa depan. Research-based policy merupakan sebuah
pendekatan yang ideal agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
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